BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam memberdayakan usaha kripik pisang di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif
etika bisnis Islam

Dinas Koperasi dan UMKM adalah lembaga pemerintahan yang bertugas
menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil
dan menengah. Berdasarkan keputusan bersama menteri koperasi, pengusaha kecil
dan menengah Nomor 20/SKB/M/XI1/1998 tentang pemberdayaan koperasi,
usaha kecil dan usaha menengah dalam produksi, distribusi, bahwa tujuan
pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah meningkatkan peran
serta koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang usaha produksi dan
distribusi, serta meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan usaha kecil dan
menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam mewujudkan peran
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberdayaan di bidang
produksi dan distribusi diwujudkan dengan program pelatihan dan pendidikan,
serta memberikan standarisasi kelayakan pada produk makanan dan minuman.

Standarisasi yang digunakan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu sebagai berikut:
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1. Produk yang harus memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan
pengawet.

Produk dengan kualitas yang baik dan bebas dari bahan pengawet adalah
standarisasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebelum produk
dipamerkan di galeri UMKM dan kemudian di pasarkan. Dinas Koperasi dan
UMKM melarang produk dari usaha binaan mengandung bahan tambahan
pengawet/kimia. Dinas Koperasi dan UMKM memperbolehkan menggunakan
bahan tambahan dengan syarat bahwa bahan pengawet tersebut memang
diproduksi khusus untuk makanan dengan anjuran pemakaian 0,03% untuk 1 kg
bahan produksi, contohnya adalah glukosa untuk tambahan pemanis kripik pisang,
jika tambahannya adalah formalin atau boraks maka tekstur tampilannya
mengkilat tebal seperti lilin, kemudian di atas tabel harus tertera kandungan nutrisi
dari produk yang sudah di uji di laboratorium. Selain itu Dinas Koperasi dan
UMKM melarang mencetak tulisan 100% murni dalam kemasan yang
diperbolehkan hanya munulis original.

Usaha kripik pisang ini sudah melakukan uji nutrisi di laboratorium
UNIBRA dan hasilnya tidak ada kandungan pengawet/kimia yang berbahaya bagi
kesehatan bila dikonsumsi, untuk tambahan pemanis Bapak Supriono
menggunakan gula putih dengan merek Gulaku bukan dari zat pemanis. Produk
kripik pisang ini juga tidak ada tulisan 100% murni yang dilarang oleh Dinas
Koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan oleh Bapak Heru Mursono. Jadi

usaha kripik pisang ini sudah sesuai standarisasi yang pertama yaitu bebas dari
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bahan pengawet namun produk kripik pisang milik Bapak Supriono tidak di
cantumkan kandungan nutrisi di atas label.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan
dengan menetapkan standarisasi produk harus memiliki kualitas yang baik dan
bebas dari bahan pengawet jika dikaji dengan perspektif etika bisnis Islam, bahwa
upaya pemberdayaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam yang
dikutip dari buku karangan Rivai Veithzal yaitu setiap pelaku bisnis harus
mengutamakan kejujuran, sesuai dengan teori etika bisnis Islam bahwa prinsip
esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Menurut Rivai Veithzal, dalam doktrin
Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis, Rasulullah
SAW sangat intens mengajurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis, Rasulullah
SAW sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis.®* Selain teori yang dikutip dari
Rivai Veithzal, terdapat penelitian terdahulu yaitu pelaksanaan bisnis harus tetap
berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur’an dan Hadis).
Adapun etika perdagangan dalam Islam adalah jujur (shidig). Seorang pedagang
wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli. Jujur dalam arti luas adalah
tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat serta
tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.®

Dinas Koperasi dan UMKM menerapkan sifat jujur bagi pelaku usaha
dengan melarang usaha binaannya menulis 100% murni karena pada

kenyataannya kandungan produk tidak semuanya murni, sebagaimana penjelaskan

® Rivai Veithzal, Nurudidin Amiur dan Arfa Faisar Ananda, Islamic Business And
Economic Ethics..., hal. 39

8 Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam dalam
Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013),
hal. 149
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dari Bapak Heru Mursono bahwa gula yang dipakai pasti mengandung bahan
kimia, minyak dalam penggorengan juga mengandung bahan kimia, sedangkan
untuk penulisan original pada kemasan produk diperbolehkan karena original
berarti produknya tidak memiliki rasa baik manis, asin maupun pedas. Jadi bisa
disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan
usaha binaan dengan menetapkan standarisasi produk harus memiliki kualitas
yang baik dan bebas dari bahan pengawet jika dikaji dengan perspektif etika bisnis
Islam sudah sesuai dengan kaidah bisnis Islam dengan menerapkan sifat jujur
dalam berbisnis.

2. Produk yang dihasilkan oleh usaha binaan dilarang mengandung barang yang

haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya.

Produk yang dihasilkan oleh usaha binaan dilarang mengandung barang
yang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya. adalah
standarisasi ke dua yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebelum
produk dipamerkan di galeri UMKM dan kemudian di pasarkan. Dinas Koperasi
dan UMKM melarang produk dari usaha binaan mengandung barang haram atau
dengan kata lain produk dari usaha binaan harus memiliki sertifikat halal dari
MUI. Namun banyak dari usaha binaan yang belum memiliki sertifikat halal, akan
tetapi di kemasan produk terdapat label halal yang ditulis dengan huruf arab,
menurut Bapak Haru Mursono, tulisan halal tersebut adalah palsu sedangkan yang
benar adalah penulisan halal disertai dengan keterangan Majelis Ulama Indonesia,
kecurangan tersebut dilakukan biasanya karena keterbatasan modal, bagi usaha

yang masih merintis usaha merasa keberatan dan tidak tahu bagaimana caranya
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mengajukan sertifkat halal. Produk kripik pisang milik Bapak Supriono belum
bisa memenuhi standarisasi yang kedua yaitu sertifikat halal, karena Bapak
Supriono masih proses dalam pengajuan sertifikat halal kepada Dinas Koperasi
dan UMKM.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan
dengan menetapkan standarisasi produk halal atau dilarang menggunakan bahan
haram jika dikaji dengan perspektif etika bisnis Islam, bahwa upaya
pemberdayaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam yang dikutip
dari buku karangan Rivai Veithzal bahwa Rasulullah SAW sangat banyak
memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang harus dilakukan oleh setiap
muslim dalam menjalankan bisnisnya, yaitu komoditi bisnis yang dijual adalah
barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing,
minuman keras, darah, ekstasi dan sebagainya.®®* Makanan haram sudah ditetapkan
oleh Allah SWT, tertuang sebagai kaidah-kaidah agama yang harus ditaati

umatNya. Dalam al Qur’an surat Al Baqarah ayat 173:

“Y - & é~// P /ﬂ;/ 272 g 2 S rrr 7
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Artinya: g

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain

Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang

8 Rivai Veithzal, Nurudidin Amiur dan Arfa Faisar Ananda, “Islamic Business And
Economic Ethics”..., hal. 43
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dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang. (QS. Al Bagarah ayat 17)

Dinas Koperasi dan UMKM menerapkan kehalalan bagi produk dari usaha
binaan dengan menerapkan standarisasi produk dilarang mengandung barang
haram dan produk harus memiliki sertifikat halal serta Dinas Koperasi juga
memberikan fasilitas jika pelaku usaha binaan akan mencari sertifikat halal. Jadi
bisa disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam
memberdayakan usaha binaan dengan menerapkan standarisasi halal jika dikaji
dengan perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai dengan kaidah etika bisnis
Islam, namun pada usaha kripik pisang milik Bapak Supriono belum memiliki
sertifikat halal sebagaimana yang disyaratkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM,
karena masih dalam proses mengajukan sertifikasi halal dengan bantuan Dinas
Koperasi dan UMKM.

3. Setiap produk harus bersih dalam proses produksinya

Produk yang dihasilkan oleh usaha binaan harus bersih dalam proses
produksinya adalah standarisasi ketiga yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM sebelum produk dipamerkan di galeri UMKM. Untuk menjaga kebersihan
produk, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pelatihan bahwa minyak harus
digunakan dalam tiga kali pemakaian jika sudah digunakan untuk tiga Kali
penggorengan minyak harus dibuang dan tidak boleh dipakai, sedangkan untuk
penggunaan minyak diharuskan menggunakan minyak yang kualitas bagus

misalnya minyak merek firma, tropika atau sunco dan lain sebagainya. Sedangkan
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untuk menjaga kebersihan dan kualitas tetap terjaga Dinas Koperasi dan UMKM
menyarankan untuk menggunakan plastik dengan ketebalan 0,08 mm,

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan
dengan menetapkan standarisasi produk harus bersih dalam proses produksinya
jika dikaji dengan perspektif etika bisnis Islam, bahwa upaya pemberdayaan
tersebut sudah sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam sebagaimana yang dikutip
dari buku karangan Yusuf Qardhawi bahwa secara umum ada tiga makanan yang
dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan hasil olahan. Makanan nabati
secara keseluruhan halal, karena itu boleh dikonsumsi kecuali mengandung racun
atau membahayakan fisik manusia. Sedang makanan hewani ada dua, yaitu hewan
laut yang dibolehkan dikonsumsi dan hewan darat yang sebagian kecil boleh
dimakan. Allah telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan
standar halalan tayyiban. Pengertian halalan di sini berarti jenis makanan yang
diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan pengertian halalan
tayyiban berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena
telah memenuhi syarat kesehatan (misalnya gizi, protein, higienis, dan lain-lain)
tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan
fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.®*

Dinas Koperasi dan UMKM menerapkan produk harus bersih dalam
proses produksinya dengan melarang menggunakan minyak lebih dari tiga kali
dan menggunakan minyak yang berkualitas, serta dalam pengemasan plastik harus

tebal adalah upaya untuk memenuhi kaidah etika bisnis islam dalam nilai

8 Yusuf Qardhawi, M, “Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Robbaani
Press, 2000), hal. 47- 48
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kebersihan karena Islam telah membuat kriteria makanan yang boleh dimakan

adalah makanan yang halal dan baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa peran Dinas

Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan dengan menerapkan

standarisasi produk harus bersih jika dikaji dengan perspektif etika bisnis Islam

sudah sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam.

4. Setiap produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut
masa kadaluwarsa (expired date)

Standarisasi ke empat adalah produk makanan dan minuman harus ada
batas konsumsi yang disebut masa kadaluarsa (expired date). Usaha kripik pisang
milik Bapak Supriono berupaya untuk memenuhi standarisasi ini dengan
melengkapi kode produksi dalam pengemasan, kemudian juga dilutis tanggal
bulan dan tahun untuk batas konsumsi, untuk jangka waktunya adalah empat
sampai lima bulan dari tanggal produksi sebagaimana anjuran dari Dinas Koperasi
dan UMKM bahwa produk makanan tidak boleh melibihi lima bulan.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan
dengan menetapkan produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi
yang disebut masa kadaluwarsa (expired date) jika dikaji dengan perspektif etika
bisnis Islam, bahwa upaya pemberdayaan tersebut sudah sesuai dengan kaidah
etika bisnis Islam yang dikutip dari buku karangan Rivai Veithzal bahwa tidak
boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksistensinya bahaya/mudarat yang dapat
merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.*® Selain kaidah etika

bisnis Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, mengatur

8 Rivai Veithzal, Nurudidin Amiur dan Arfa Faisar Ananda, “Islamic Business and
Economic Ethics” ..., hal. 44
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bahwa setiap produk harus dicantumkan keterangan sekurang-kurangnya nama
produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, keterangan halal dan tanggal
bulan tahun kadaluwarsa.®®

Jadi bisa disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM menerapkan
produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut masa
kadaluwarsa (expired date) adalah upaya untuk memenuhi kaidah etika bisnis

islam yaitu tidak melakukan jual beli dalam kondisi bahaya/mudarat.

B. Pembahasan tentang faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya
memberdayakan usaha Kkripik pisang di Kecamatan Tanggunggunung
Kabupaten Tulungagung

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan
diwujudkan dengan program pelatihan dan pendidikan, serta memberikan
standarisasi kelayakan pada produk makanan dan minuman. Dalam menjalankan
program tersebut Dinas Koperasi dan UMKM menemukan beberapa hal yang
menjadi pendukung baik dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun dari usaha
binaan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pusat layanan usaha terpadu

Bentuk pelayanan klinikk UMKM adalah pelayanan informasi secara
offline. Secara offline memberikan pelayanan ditempat secara langsung dan

terpadu yang mencakup jenis-jenis pelayanan yang berhubungan dengan pelatihan

8 Tulus Abadi, “Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemberian Informasi Produk Halal”, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hal. 20
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singkat, bimbingan karir, pemberdayaan usaha mandiri/informal. Para pencari
informasi dapat datang secara langsung ke klinik UMKM untuk memperoleh
pelayanan dari karyawan yang bertugas. Dengan strategi kewirausahaan baik
secara pelatihan singkat atau konsultasi bisnis, pendampingan kewirausahaan
diharapkan mampu memberikan wawasan baru pada masyarakat yang ikut serta
partisipasi ataupun pelaku usaha UKM agar mampu meningkatkan usahanya lebih
baik.?” Jadi dengan adanya pusat layanan terpadu usaha binaan bisa memanfaatkan
layanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Pelayanan bisa
diberikan secara online dan offline, pelayanan online adalah pelayan forum
komunikasi melalui media sosial sedangkan layanan offline adalah pelaku usaha
mendatangi langsung ke klinik UMKM. Dengan adanya pusat layanan terpadu
yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM baik secara offline maupun online,
para pelaku usaha binaan akan semakin terbantu jika ingin berkonsultasi mengenai
masalah yang sedang dihadapi baik dalam proses produksi maupun distribusi.
2. Tersedia galeri sebagai wadah pemasaran produk

Pemasaran adalah suatu hal yang penting dalam sebuah usaha.
Keberhasilan sebuah usaha dapat terus bertahan adalah karena produk yang
mereka hasilkan dapat dipasarkan dengan baik dan dibeli konsumen. Dengan
adanya galeri sebagai wadah pemasaran produk, usaha binaan sangat terbantu
dalam bidang pemasaran dan peran Dinas Koperasi dan UMKM semakin berjalan
dengan maksimal. Menurut Ratih Hurriyanti pemasaran pada industri UMKM

menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, karena dalam pemasaran UMKM

8 Yuerna Atma Rofida, “Strategi Pelayanan Pada Klinik (UMKM) Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur”, (Skripsi: Universitas Muslim Indonesia
Surabaya, 2013), hal. 5
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masih banyak yang mengalami kesulitan dalam promosi produk sehingga
jangkauan pemasaran terbatas.®

Dengan adanya galeri UMKM maka pelaku usaha yang baru saja
membangun usahanya sangat terbantu dalam hal pemasaran, mereka bisa
menitipkan produk di galeri UMKM selanjutnya dari Dinas Koperasi dan UMKM
akan membantu penjualan produk dan membantu dalam mempromosikan produk
sehingga upaya pemberdayaan usaha binaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
dalam memberdayaan usaha binaan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Dengan adanya galeri sebagai wadah pemasaran produk, usaha kripik pisang milik
Bapak Supriono semakin terbantu untuk memasarkan produk, yang awalnya
hanya dipasarkan di masyarakat sekitar tempat produksi, sekarang produk kripik
pisang di pasarkan ke berbagai kota dan terus semakin meningkat. Oleh karena itu
galeri UMKM adalah sebuah faktor pendukung dalam menjalankan peran
pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
3. Agenda bazar setiap tahun

Bazar adalah salah satu dari program pemasaran yang diberikan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM, usaha binaan yang mengikuti bazar maka produknya akan
dikenal pengunjung dan penjualan dalam sekali bazar akan meningkat. Menurut |
Gusti yang di kutip oleh Firda Zahra Afifah, pemasaran adalah sekumpulan
strategi atau tindakan yang terintergasi dalam rangka memberikan nilai kepada
konsumen dan menciptakan pendapatan. Dalam usaha dibutuhkan strategi

pemasaran yang baik agar usaha dapat terus bertahan dan berkembang. Pemasaran

8 Ratih Hurriyati, “Bauran Pemasaran & Loyalitas Konsumen”, (Bandung: Alfabet,
2010), hal. 57
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juga merupakan suatu hal yang menentukan keberlangsungan hidup usaha Satu
hal yang sangat penting untuk diingat dalam pemasaran adalah bahwa promosi
yang dilakukan untuk mengenalkan produk kepada pelanggan tidak boleh
mengarah pada penipuan. Langkah-langkah pemasaran dapat dilakukan dengan
cara, yaitu 1) Relasi dengan media, melakukan promosi melalui media seperti:
televisi, radio dan media online, 2) Mengadakan seminar produk, 3) Membina
jaringan kerja pemasaran dari mulut ke mulut, 4) Bergabung dengan organisasi
sejenis (usaha bersama atau kumpulan usaha) dan organisasi diluar usaha (yang
tidak sejenis) untuk membangun komunikasi pemasaran, 5) Periklanan dengan
membuat stiker tentang bisnis yang menyantumkan nomor kontak kepada
pelanggan, membuat hadiah khusus untuk program promosi produk, memasang
stiker yang besar pada tempat usaha agar mudah dikenali pelanggan, 6) Special
event, seperti: melakukan kegiatan pameran atau bazar.®°

Dalam mengembangkan dan memberdayakan usaha binaan, pemasaran
adalah salah satu strategi dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha
binaan, upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan
salah satunya adalah bazar, sehingga bazar adalah salah satu faktor penting dalam
pemberdayakan usaha binaan.
4. Antusias usaha binaan untuk mengikuti pelatihan

Sebagai usaha binaan tentu sangat memahami bahwa pelatihan adalah hal

yang sangat penting untuk diikuti, dengan adanya pelatihan kemampuan dan

® Firda Zahra Afifah, “Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha
Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang”, (Skripsi: Universitas Diponegoro
Semarang, 2012), hal. 16-18
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keahlian pelaku usaha akan semakin berkembang. Menurut Achmad Ruky
pelatihan adalah usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki Kkinerja sumber
daya manusia dalam pekerjaan sekarang dan dalam pekerjaan dimasa mendatang.
Pelatihan dilakukan dengan tujuan agar sumber daya manusia yang dimiliki
perusahaan dapat mengembangkan potensi diri agar lebih baik. Pelatihan
mencakup bidang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengenalan teknologi
dan pengasahan keahlian. Pada sebuah usaha pelatihan akan perpengaruh pada

peningkatan output usaha dan bentuk perubahan perilaku usaha.*

Pemilik usaha kripik pisang yang berada di Kecamatan Tanggunggunung
Kabupaten Tulungagung selalu aktif dalam mengikuti pelatihan yang diberikan
oleh Dinas Koperasi dan UMKM, karena pelatihan sangat diperlukan untuk
meningkatkan keahlian dan kemampuan dalam memproduksi produk. Selain
pelaku usaha yaitu Bapak Supriono pelaku usaha lainnya sebagai binaan dari
Dinas Koperasi dan UMKM antusian dalam mengikuti pelatihan bahkan pelaku
usaha meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan pelatihan

jika pelatihan yang dilakukan dirasa kurang maksimal.

Dalam upaya memberdayakan usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM
memberikan program-program dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya
manusia maupun produksi. Namun dalam menjalankan program pemberdayaan
ada beberapa hambatan yang di hadapi baik dari Dinas Koperasi dan UMKM

maupun dari usaha binaan yaitu sebagai berikut:

% Achmad S. Ruky, “Sistem Manajemen Kinerja (Performance management System):
Paduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2001), hal. 164-165
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1. Terbatasnya anggaran untuk melakukan pelatihan

Pelatihan adalah salah satu program untuk mewujudkan peran Dinas
Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan. Pelatihan seharusnya
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan usaha binaan. Namun
kenyatannya Dinas Koperasi dan UMKM tidak bisa memenuhi permintaan usaha
binaan karena terbatasnya anggaran dana. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-
Undang Perkoperasian berdasarkan keputusan bersama menteri koperasi,
pengusaha kecil dan menengah bahwa dalam melakukan pembinaan kepada
koperasi dan UKM, maka pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan
dan pendidikan serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausaha
baru.%

Keterbatasan anggaran adalah salah satu faktor pengambat Dinas Koperasi
dan UMKM dalam memberdayakan usaha binaan karena pelatihan dan pendidikan
sangat diperlukan oleh usaha binaan dari berbagai sektor, sedangkan jika pelatihan
dilakukan tiga kali dalam satu tahun pasti ada beberapa sektor yang tidak memiliki
kesempatan untuk ikut serta dalam pelatihan. Hal tersebut bisa di perkuat dari
penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Rahman vyaitu pelatihan bagi UMKM
selama ini masih sangat terbatas jumlahnya yang bertul-betul menyentuh pada
substansi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, karena lebih banyak

pelatinan yang berorientasi dalam bentuk teoritis dan jarang yang dilakukan

%! Undang-Undang Koperasian 1992..., hal. 170-171
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dengan kerja praktek, karena pertimbangan biaya yang besar.?? Jadi keterbatasan
anggaran adalah salah satu faktor pengambat Dinas Koperasi dan UMKM dalam
memberdayakan usaha binaan, anggaran dari Dinas hanya bisa digunakan dalam
tiga kali pelatihan sedangkan pada kenyataannya pelaku usaha binaan selalu
meminta dilakukan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.
Jika pelatihan hanya dilakukan tiga kali dalam satu tahun maka upaya pelatihan
tersebut tidak bisa merata untuk segala sektor, jika dalam sekali melakukan
pelatihan mencakup beberapa sektor tentu proses pelatihan tidak bisa berjalan
secara optimal.
2. Terbatasnya modal untuk pengembangan usaha

Modal adalah faktor utama yang harus disiapkan sebelum seseorang
mendirikan usaha, bahkan jika usaha sudah berjalan namun kekurangan dalam
modal, makan usaha bisa terhambat misalnya pada proses produksi maupun
distribusi. Menurut Dwiwinarto yang dikutip oleh Firda Zahra Afifah ada
beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM antara lain kurangnya
modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha
mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk
memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk
mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana. Kebanyakan usaha

skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian

% Zainuddin Rahman, “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Pelatihan
dan Kemitraan (Studi pada Industri Meubel di Sulawesi Selatan)”, (Skripsi: Universitas Muslim
Indonesia Sulawesi, 2010), hal. 468
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maupun evaluasi kegiatan usaha.®® Oleh Karena itu modal adalah faktor utama
yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha kekurangan dalam
modal maka usahanya akan terhambat misalnya pada proses produksi maupun
distribusi. Dalam menjalanakan usaha hal pertama yang harus di sediakan adalah
modal baik untuk modal awal maupun untuk mengembangan usaha, namun
sebagai pelaku usaha yang baru merintis tentu kesulitan dalam hal modal, selain
itu hidup di daerah pelosok dengan keterbatasan pengetahuan tentang pinjaman
modal Bank merasa takut untuk mengajukan pinjaman. Oleh karena itu untuk
mengembangkan usaha sangat kesulitan karena terbatasnya modal yang dimiliki.
3. Terbatasnya teknologi

Teknologi adalah salah satu alat penunjang demi menjalankan sebuah
usaha, alat teknologi bisa berupa mesin produksi, alat pengemasan atau alat bantu
lainnya. Namun jika teknologi tidak tersedia, pemilik usaha harus kreatif dan
inovatif dalam menjalankan usaha. Dinas koperasi dan UMKM sebagai lembaga
pemerintahan yang bertugas memberdayakan usaha binaan belum ada fasilitas
dalam menyediakan bantuan berupa mesin produksi. Pada mesin produksi sangat
dibutuhkan oleh usaha binaan

Menurut | Gusti yang di kutip oleh Firda Zahra Afifah, penelusuran studi
mengatakan bahwa komoditi yang dihasilkan pengusaha Mikro, Kecil dan
Menengah & Koperasi masih mempergunakan teknologi relatif rendah. Sementara
negara maju lainnya pengembangannya berorientasi kepada teknologi maju.

Berangkat dari situasi tersebut daya saing produknya didaerah relatif kalah

% Firda Zahra Afifah, “Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha
Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang”, (Skripsi:: Universitas Diponegoro
Semarang, 2012), hal. 15
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bersaing di banding produk - produk dari negara-negara yang sudah berorientasi
pada teknologi maju. Kendala penggunaan teknologi terbesar adalah biayanya
yang cukup besar (mahal). Sering terjadi peluang pasar meningkat tetapi tak
mampu  memanfaatkannya karena tidak tersedianya teknologi yang
memungkinkan peningkatan produktivitas.**

Bapak Supriono selaku pemilik usaha kripik pisang merasa teknologi
adalah alat yang sangat dibutuhkan supaya produk bisa bersaing dengan
pengusaha yang menggunakan teknologi tinggi. Namun teknologi adalah salah
satu hambatan yang dihadapi karena keterbatasan sumber daya manusia untuk
menggunakan alat teknologi, selain itu untuk memiliki alat teknologi juga

membutuhkan modal.

% bid., hal. 17
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